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1. INTRODUCTION

Tradisi dan hukum  adat hampir diakui diseluruh dunia. Adapun bentuk pengakuan terhadap hukum adat dan kepercayaan mereka antara lain diwujudkan dalam sistem hukum atau peraturan per-undang-undangan. Misalnya, di New Zealand, pengakuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak- Hak Dasar (Bill Rights Act (1990), dan Undang Undang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Act (1993) dan lain-lain (Thontawi dkk, 2012). pengakuan hak masyarakat adat dan akses terhadap sumber daya alam (tanah) juga diakui secara internasional hal ini dapat dilihat pada hasil konvensi ILO (International Labour Organization) No.169 mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat di Negara-negara merdeka yang mulai berlaku tanggal 5 September 1991,menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan (tanah) yang mereka tempati atau gunakan (Ismi, 2017). 
Di Indonesia, sejak penerapan sistem demokrasi nasional melalui politik uniformitas negara, terjadi kepunahan pranata lokal dalam sistem politik lokal. Kearifan lokal dalam pemilihan pemimpin digantikan dengan mekanisme nasional yang diatur berdasarkan berbagai regulasi. Namun demikian, kearifan lokal ini masih bertahan dan berfungsi di dalam pemilihan pemimpin di suku Pekal kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Kepala kaum (adat) memegang peran sangat strategis dan dipatuhi dalam pemilihan kepala desa, anggota DPRD, dan pemilihan bupati,wakil bupati. Pada pemilihan Kepla Desa terakhir pada tahun 2016, misalnya, keputusan kaum telah menentukan calon Kepala di Desa Sibak  Kecamatan Ipuh Kabupaten Bengkulu Utara dan sampai terpilihnya Kepala Desa tersebut atas hasil musyawarah para Ketua Kaum. Demikian juga dengan pencalonan anggota DPRD Pemilu tahun 2009 dan 2014 calon yang telah direstui oleh para kaum terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko. Para Ketua kaum pada Pemilukada tahun 2016  telah menyepakati seoarang wakil bupati dari eks. Kesultanan Pekal dan terpilih menjadi wakil Bupati Mukomuko periode 2016-2021. Berlakunya kearifan lokal dalam kepemimpinan dinilai para ahli sebagai model tersendiri dalam menentukan calon pemimpin,  (Saptomo, 2010) ; Kepemimpinan pemerintahan yang berorientasi kebudayaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal, sangat strategis dan mempunyai tujuan mulia mengatasi kerusakan mental masyarakat (Bagea, 2016;  kearifan lokal yang dapat menjadi basis karakter kepemimpinan. Dapat pula terjadi manfaat terbalik, yakni karakter kepemimpinan berbasis kearifan lokal justru dapat menjadi sarana penyelesaian masalah-masalah kepemimpinan global (Jatirahayu, 2013) bahwa kepemimpinan lokal tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya yang berlaku dalam masyarakat (Maulina, Mochammad Al Musadieq, Gunawan Eko Nurtjahjono, 2016).
Sejauh ini penelitian tentang hubungan kearifan lokal dengan kepemimpinan cenderung melihat dari 3 aspek. Pertama, kearifan lokal menjadi sumber bagi legitimasi pemimpin. (Jati, 2014), Legitimasi kepemimpinan tidak selalu bersumber kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah (Labolo, 2015), pada era otonomi daerah telah terjadi pergeseran tentang legitimisa pemerintahan yang mencerminkan kompleksitas demokratisasi kepemimpinan di Indonesia dan menguatnya kepemimpinan lokal (Nankyung Cho, 2009). 
Kedua, kearifan lokal telah dilihat sebagai sumber best practice (manunggaling kawula-gusti),  Kearifan lokal telah menyatu dalam lingkungan dan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi yang sudah berlangsung lama (Setyawan, 2012), bahkan tradisi kepemimpinan lokal sudah merupakan budaya di nusantara ada diberbagai daerah, Provinsi Bengkulu  yang brdekatan dengan wilayah Sumatera Selatan dan Sumatera Barat yang telah mempunyai tradisi kepemimpinan yang utuh, misalanya di  Sumatera Selatan terkenal dengan sitem kepemimpinan Marga yang dipimpin oleh seorang Pasira. Posisi Pasirah dalam struktur kepemimpinan tradisional sangat menarik karena diwarnai oleh kontradiksi sistem nilai atau struktur cultural politiknya. Struktur cultural yang menggambarkan posisi pasirah yang dimaksud adalah nilai yang mendifinisikan derajat seseorang dalam stratifikasi sosial komunitas marga (Adhuri, 2002). Di Minangkabau (Sumatera barat) dikenal konsepsi kepemimpinan lokal terdiri dari tiga kelompok pemimpin (Tungku Tigo Sejarangan), yang erat kaitannya dengan pengelompokkan sistem kepemimpinan masyarakat minangkabau, yakni kepemimpinan ninik mamak, kepemimpinan alim ulama, dan kepemimpinan cerdik pandai  (Navis, 1984). 
Ketiga, penelitian yang cenderung melihat kearifan lokal sebagai hambatan bagi berlakunya sistem pemerintahan yang diatur oleh Negara, Namun dalam konteks empiris muncul sejumlah pertanyaan yang bersumber pada permasalahan perihal ada tidaknya peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut (Mulyono, 2017), Ini berarti bahwa hukum negara (state law) bukan merupakan satu-satunya wujud hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai instrumen kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial (social order), atau sebagai sarana pengendalian sosial (social control), maka selain hukum negara juga terdapat sistem-sistem hukum lain seperti hukum rakyat (folk law-customary law-adat law), hukum agama (religious law), dan juga mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self-regulation atau inner-order machanism) dalam masyarakat. Inilah yang disebut sebagai fakta kemajemukan hukum (legal pluralism) dalam kajian antropologi hokum. (Nurjaya, 2011)
Tujuan tulisan ini mengkaji secara rinci pola hubungan kearifan lokal dengan praktik demokorasi, khususnya dalam pemilihan calon pemimpin. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dapat diajukan: (1) bagaimana kearifan lokal (sistem perkauman) dipraktikkan dalam kepemimpinan politik; (2) bagaimana efektivitas sistem demokrasi lokal (kearifan lokal) dalam menjamin demokrasi lokal; dan (3) mengapa kearifan lokal dapat bertahan di tengah perubahan mondial yang terjadi dalam masyarakat.
Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa berlangsungnya suatu sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konteks kultural suatu masyarakat. Ketika demokrasi bersifat political democracy kepentingan publik terabaikan. Dalam berbagai masyarakat, keberadaan cultural democracy menjadi kekuatan yang menjamin hak-hak masyarakat di satu sisi, juga menjamin keberlangsungan suatu sistem yang akomodatif. 




2. LITERATURE REVIEW
	
Hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Dipertahankannya hukum adat sebagai tatatanan hidup bermasyarakat oleh masyarakat Indonesia, karena kaidah-kaidah hukum sesuai dengan pandangan hidup mereka (Al Baar dkk, 2010). Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad (Wignjodipuro, 1998 : Susylawati, 2013). 
Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat (Manarsip, 2012).
Dalam seminar Hukum Adat Nasional pada tanggal 15 – 17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai “hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia,yang di sana sini mengandung unsurunsur agama”. Di dalam seminar tersebut dirumuskan tentang konsep hukum adat dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, antara lain: Pertama, bahwa pengambilan bahan-bahan dari hukum adat pada dasarnya menggunakan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam normanorma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat; kedua, penggunaan lembaga-lembaga hukum adat dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman; ketiga, memasukan konsepkonsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru. Dengan demikian hukum adat masih relevan hingga saat ini karena keadilan dan kebenaran yang merupakan tujuan hukum, wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat (Susilawati, 2013).
Perhatian khusus dalam pembentukan hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersipat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai konsepsi satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dapat kita lihat dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 (Sebelum Perubahan) yang pada Bab IV Pasal 18 UUD 1945 mengatur masalah Pemerintahan Daerah (Toha, 2013). Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Abdurrahman, 2015). Pengakuan terhadap kelembagaan adat dalam sistem pemerintahan desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.
Di sebagaian daerah di Indonesia, ada yang memakai sistem pemerintahan desa dengan mengadopsi kearipan lokal, seperti di Provinsi Papua diakuinya pemerintahan Kampung. Kampung adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua, Indonesia di bawah distrik. Istilah "Kampung" menggantikan "desa", yang sebelumnya digunakan di Papua, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini adalah menyusul diterapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampung bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan Kampung bukan merupakan bagian dari perangkat daerah (https://id.wikipedia.org/wiki).  Demikian juga di wilayah eks. kesultanan pekal Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu utara Provinsi Bengkulu, di beberapa desa di wilayah tersebut dalam penentuan calon Kepala Desa dan Pejabat publik diadakan kesepakatan terlebih dahulu oleh para ketua adat (kaum) setempat, cara ini sudah berlangsung lama dan berlaku sampai dengan sekarang, walaupun tidak diformalkan seperti di Provinsi Papua. Posisi Ketua Kaum (Ketua Adat) dalam praktek penyelenggraan pemerintahan di sebagaian masyarakat tetap diakui. masyarakat hukum adat menyatakan diri dalam ketua-ketua rakyat dan kerabatnya yang dalam proses abadi membuat keputusan-keputusan dalam rapat-rapat sebagai kristilasisasi dari kenyataan sosial” (Mr. B. Ter Haar Bzn, 1987). Oleh karena itu negara melalui perundang-undangan yang dibentuk, memasukan unsur-unsur pengakuan terhadap keberadaan hukum adat.
Bebrapa peraturan perundang-undangan yang secara implisit mengakui keberlakuan hukum adat seperti: 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 6) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 7) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 8) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 9) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 10) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 11) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 12) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 13) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 15) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 16) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut: 1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta (Warman, 2016).

3. METHODS
	Penelitian ini dilakukan di wilayah eks. Kesultanan Pekal yang terletak di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara provinsi Bengkulu. Suku Pekal merupakan salah  suku asli Bengkulu, dari delapan suku terbesar yang ada saat ini di Provinsi bengkulu.  Suku pekal mempunyai karateristik tersendiri yang mebedaknnya dari suku-suku yang lain terutama dalam adat istiadat dan bahasa. Beberapa hal yang menarik untuk diungkap pada suku pekal yang dulunya merupakan kesultanan tersendiri, dan pernah dibawah pengaruh Kerajaan Indra Pura Sumatera Barat dan Kesultanan  Palembang Darussalam di Sumatera Selatan. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada tradisi “Kaum atau Ketua Adat” yang berperan dalam menentukan calon pemimpin formal di masyarakat.
	Sebuah studi survei kualitatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan setempat, untuk mengetahui pandangan mereka terhadap berlakunya kearifan lokal dalam sistem pemerintahan di daerah tersebut. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada semua stakesholders pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat setempat yang dipilih. Di samping itu terhadap informan-informan tertentu diberikan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan terarah, sesuai kebutuhan penelitian. Sesui dengan ciri dari penelitian kualitatif 
Penelitian  kualitatif ini dilakukan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Maksudnya, peneliti bersikap terbuka terhadap apapun tanggapan dan jawaban responden yang muncul di lapangan selama penelitian berlangsung. Disamping itu dilakukan juga adaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat pekal yang homogen yang dibentuk oleh satu suku yang mendiami wilayah tertentu. Sumber informasi utama adalah subjek utama, yakini, orang-orang, kelompok, komunitas, atau masyarakat yang menjadi subjek penelitiannya menjadi suber informasi. Sampling dilakukan berdasarkan pengetahuan, misalnya pada kelompok masyarakat biasa, aparatur desa, pejabat publik/politik.
Analisis dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian yakni bulan April 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, data-data yang terkumpul diolah secara induktif, untuk mencari kesimpulan yang berupa tema, pola dan model yang tepat terhadap penomena kearifan lokal pada masyarakat eks. Kesultanan Pekal untuk memperoleh pemahaman terhadap sistem yang berlaku pada masyarakat tersebut (Rahmat, 2009 : Mahdi, 2016).
 Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran atau bahan kajian dan keilmuan dibidang kearifan lokal dalam sitem kepemimpinan masyarakat adat, khususnya untuk mengetahui secara spesifik kekuasaan Kaum dalam mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan pencalonan jabatan-jabatan formal ditengah masyarakat. Kearifan lokal seperti ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan serta kontribusi pada khasana kelimuan ketatanegaraan yang menganut sitem demokrasi Pancasila. 









4. FINDINGS

4.1. Praktik sistem perkauman dalam kepemimpinan lokal (praktik sistem 
Demokrasi lokal)

4.1.1. Praktik sistem perkauman dalam pemilihan Kepala Desa 

	Pemilihan Kepala Desa diatur UU No. 6 Tahun 2016 tentang  Desa. Adapun syarat untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa ada 13 persayaratan formal  dan ini adalah wajar karena Kepala Desa merupakan Pimpinan tertinggi baik dalam Pemerintahan maupun Kemasyarakatan. Demikian juga praktiknya di Wilayah Eks. Kesultanan Pekal khususnya desa Sibak yang telah menerapkan ketentuan ini dengan menambahkan persyaratan lain yakni adanya persetujuan para Kepala Kaum, didesa tersebut untuk menentukan Calon Kepala Desa yang berasal dari salah satu kaum saja, karena biasanya dalam satu desa tersebut ada 3 sampai dengan 6 Kaum. Maka Ketua Kaum akan mengadakan Rapat dan untuk Calon kades misalnya dari Kaum A, maka dipersilahkan kepada kaum A untuk mempersiapkan calonya, bisa calon tunggal atau diikuti oleh beberapa orang. Kemudian untuk pemeilihan Kepala Desa periode berikutnya Kaum A tidak diberikan kesempatan lagi, jadi dipastikan Kepala Desa hanya menjabat satu periode. Padahal dalam UU Desa dimungkinkan untuk menjabat dua periode. Berbeda dengan desa Sibak, Penentuan calon Kepala desa di Desa Semundam, calon hanya dibolehkan untuk Kaum A, padahal di desa tersebut ada kaum B dan Kaum C, karena Kaum A adalah Kaum tertua di desa tersebut.
	Adanya musyawarah Kepala Kaum dalam penentuan calon kepala Desa tujuanya untuk selalu menjaga kerukunan sebagaimana dikemukakan oleh tokoh adat desa Sibak”
“Desa sibak ini warganya cukup banyak dan mempunyai 6 kaum, jika dilakukan pencalonan secara bebas, maka akan terjadi gesekan-gesekan antar kaum bahkan antar warga sendiri, oleh karena itu para tetua kaum sepakat untuk mengatur pencalonan Kepala Desa secara Bergiliran”

4.1.2. Praktik sistem perkauman dalam pemilihan anggota DPRD 

Pada masayarakat Pekal dalam Pencalonan Angota DPRD tetap mengikuti peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penentuan calon adalah  kewenangan partai Politik peserta Pemilihan Umum. Calon-calon yang telah ditetapkan oleh Partai Politik akan ditentukan untuk disepakati oleh Ketua Kaum sekaligus akan disosialisasikan, bahwa calon yang direstui adalah Calon A untuk DPRD Kabupaten dan nama calon B untuk DPRD Provinsi. Tentang penentuan partai terserah kepada calon A dan B tersebut yang penting orangnya bukan Partainya. Sebagai contoh ada salah seorang tokoh masyarakat katakanlah BH yang dianggap mampu untuk mewakili masyarakat Pekal dan telah disepakati untuk dipilih mewakili seluruh kaum, dan faktanya BH mendapatkan kursi walaupun dari partai Kecil, kemudia Perode berikutnya BH tetap disetujui untuk ikut mencalonkan kembali, tapi partainya tidak lolos pemilu, maka BH pindah ke partai lain dan kembali terpilih. Karena sudah 2 periode BH menjadi anggota DPRD Kabupaten, maka musyawarah para kaum agar BH tidak mencalonkan kembali dan harus diganti dengn calon lain dan BH diputuskan dalam musyawarah Kaum untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi, maka BH juga mengikuti keputusan musyawarah ketua Kaum tersebut dan BH akhirny mencalonkan diri untuk DPRD Provinsi melalui Partai baru lagi, dan tetap didukung oleh ketua-ketua Kaum, untuk pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan dukungan yang sangat terbatas karena wilayah pemilihan diluar wilayah kaum. 
Fakta di atas akhirnya menjadi kenyataan hasil Pemilukada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 BH mendapat suara terbanyak pada daerah pemilihannya dan sekarang sudah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024. 

4.1.3. Praktik sistem perkauman dalam pemilihan Bupati 

Praktik dalam pencalonan Bupati tetap juga melalui musyawarah para ketua kaum, karena wilayah suku Pekal di Kabupaten Mukomuko hanya satu Kecamatan yakni Kecamatan Ipuh dan satunya lagi di wilayah Kabupaten Bengkulu utara yakni Kecamatan Ketaun, maka para Ketua Kaum menyadari sulit untuk memilih calon yang akan diajukan menjadi Calon Bupati. Mereka secara realistis biasanya hanya menentukan seorang wakil Bupati yang akan mereka dukung, faktanya sejak adanya proses Pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati. Wakil Bupati Mukomuko selalu berasal dari suku Pekal. Peran Ketua kaum dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati tidak sedikit sehingga apa yang menjadi momok selama ini bahwa ongkos politik untuk pemilihan Kepala Daerah sangat besar dan bertendensi mony politic, (Movanita, 2018 : Kompas.com: 2018), tetapi ekses mony politic khususnya di wilayah Pekal relatif tidak ada. Pada saat penelitian ini dilakukan Wakil Bupati Mukomuko juga sedang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Kaum Agung masyarakat Pekal, karena Ketua Kaum Agung yang definitif meninggal dunia.


4.2. Efektivitas (berfungsinya) kearifan lokal (sistem perkauman) dalam politik lokal

	Adanya musyawarah para ketua Kaum untuk menentukan calon pimpinan formal pemerintahan memberikan dampak positif terhadapa terselenggaranya Pemilu yang aman dan damai, tidak ada terjadi protes pasca Pemilihan Umum, yang banyak menggugat ke Mahkamah Konstitusi (kompas.com; 2018). Salah satu tokoh masyarakat mengatakan: 
	“Sejak adanya pemilihan langsung, masyarakat pekal belum pernah terjadi protes apalagi membawa hasil Pemilihan Umum keranah Pengadilan, berbeda dengan kelompok masyarakat lain, hampir dipastikan bahwa selsai pemilu timbul gugatan ke mahkamah Konstitusi, masyarakat Pekal tidak pernah ada gejolak yang besar dari ekses Pemilihan umum (SD, Tokoh Masyarakat Pekal sekaligus Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara)”. Apalagi dalam Pemilihan Kepala Desa, karena dalam pengajuan calon sudah ditentukan terlebih dahulu melalui penetapan para ketua Kaum.
	Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemeilihan pemimpin formal hampir diseluruh Indonesia ditenggarai melakukan monney politic, dengan sistem pencalonan berdasarkan musyawarah ketua Kaum, akan meminimalisir politik uang tersebut (Basuki, 2019).
	Masyarakat Pekala termasuk masyarakat mempunyai kemampuan secara ekonomis, walaupun Bengkulu termasuk provinsi termiskin, namun masyarakat pekal yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko, bukan sebagai daerah penyumbang kemiskinan (https://bengkuluekspress.com., 2019 : https://regional.kompas.com, 2015) maka politik uang dalam pemilihan jabatan publik tidak berdampak signifikan. Salah satu faktor yang memengaruhi politik uang di antaranya faktor kemiskinan. Money politics menjadi ajang masyarakat mendapatkan uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi, yakni termasuk tindakan menerima suap dan jual beli suara yang melanggar hukum (Halili, 2009). Memang Masyarakat Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan di perkotaan dan pedesaan (Abdullah, 2010).

4.2.1. Posisi dan peran serta legitimasi Kepala Kaum (Ketua Adat) dalam pemilihan pemimpin.

				Masyarakat Pekal adalah pemeluk agama Islam yang taat, oleh karena itu Kepala Kaum juga mempresentasikan sebagai penjaga nilai-nilai Islam dalam masyarakat yang melebur dalam adat-istiadat. Masyarakat Pekal mempunyai pepatah yang sama dengan pepatah masyarakat Minangkabau yaitu, adat besandi syara’, syara’ besandi Kitabullah (Muftisany, 2008: Zed, 2016).Oleh karena itu Keputusan dari para Ketua Kaum dianggap sebagai putusan yang terbaik, dan mengikat bagi keseluruhan warga masyarakat, termasuk dalam hal-hal pemerintahan. Ketua Kaum dalam masyarakat dipilih oleh warga, hanya saja di desa  tertertentu  untuk dapat menjadi Ketua Kaum dalam suatu Desa hanya dari Kaum A saja seperti terjadi di Desa Semundam, sdangkan di desa lain tetap dipilih oleh warga tanpa melihat asal-usul kaumnya.
				Musyawarah para ketua kaum ini sudah mentradisi sejak terbentuknya masyarakat Pekal dari perpaduan antara suku Minangkabau dan Suku Rejang yang membentuk identitas tersendiri.
			Sebagaimana dikatakan oleh HSB: bahwa apa yang sudah menjadi keputusan bersama Ketua Kaum harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat Pekal, dan ini sudah dituangkan dalam Deklarasi Pengukuhan Kesultanan Eks. Pekal” (HSB, adalah orang yang dinobatkan sebagai sultan Pekal saat ini).


4.2.2. Basis adat dalam legitimasi peran Ketua Kaum/Ketua Adat (landasan yang dipakai sebagai pengesahan peran ketua kaum apa?)

				Posisi Ketua Kaum (Ketua Adat) dalam ketatanegaraan Indonesia mempunyai kedudukan yang strategis. Di dalam konstitusi memang tidak diatur tentang batas-batas kewenangan/kekausaan Ketua Adat, namun pengakuan keberadaanya sudah cukup untuk memberikan legitimasi kepada Kepala Kaum (Ketua) adat mengatur masyarakat adat diwilayahnya. Di setiap desa telah diformalkan pengaturan adat secara tertulis baik melalui Peraturan Desa ataupun masih berbentuk Keputusan Kepala Desa yang mengatur secara rinci adat-istiadat masyarakat desa tersebut. Untuk menjaga dan melaksanakan ketentuan adat yang telah ditetapkan tersebut dibentukla kelembagaan Adat Kaum yang mempunyai otoritas dan legitimasi yang kuat dalma menjaga adat setempat agar tetap berlaku (Mansur, Kunto Sopianto dan Dede Mahzuni, 2013).
				Belakangan ini dapat disaksikan bagaimana system keputusan  adat mulai dijalankan kembali dalam sejumlah kasus. walaupun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan hakim adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya telah diakui dan diatur dalam Peraturan Daerah setempat. Sehingga, setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Menurut logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif (Hadi, 2012). Di samping Pasal 18B, Pasal 28i Ayat (3) UUD1945 Amandemen Kedua dan Pasal 32 UUD 1945 Amandemen ke-IV juga merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat, secara khusus menjadi landasan bagi kehadiran masyarakat adat beserta system peradilan adatnya (Wiratraman, 2013: Lalu Sabardi, 2013). Disamping Keberadaan Ketua Kaum diatur dalam Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan desa bersama Kepala Desa, seluruh desa-desa Kabupaten Mokomuko dan kabupaten Bengkulu Utara yang didiami oleh masyarakat Pekal dan merupakan basis masyarakat suku Pekal sudah memeiliki Peraturan Desa masing-masing khususnya yang mengatur tentang Adat-istiadat desa setempat.


4.2.3. Konsepsi budaya tentang kepemimpinan (perspektif budaya tentang definisi kepemimpinan dan pemimpin ideal)

Sebagaimana diketahui bahwa, Budaya diciptakan oleh pemimpin-pemimpinnya; pemimpin-pemimpin diciptakan oleh budaya…”  (Schein, 1991: 148). Dalam sebuah survei terhadap lima perusahaan teratas di Kanada, menunjukkkan bahwa 82 persen pemimpin mengakui dan mengatakan bahwa budaya memiliki dampak yang sangat kuat atas kinerja perusahaan merek (Gulo, 2018).
Oleh karena itu budaya musyawarah dalam demokrasi lokal pada masyarakat suku Pekal termasuk budaya melayu yang dinamis dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Kepemimpinan merupakan sebuah dimensi yang harus ada dalam kelompok  sosial manusia, termasuk pada lingkungan masyarakat pekal yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan musyawarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Takari:
“Dalam kebudayaan Melayu, aspek kepemimpinan ini telah dimasukkan dalam konsep adat. Dalam kebudayaan Melayu dikenal tetrapartit adat, yaitu: (a) adat yang sebenar adat, yaitu hukum alam yang berasal dari Allah, misalnya adat matahari terbit dari timur, adat air membasahi, adat api membakar; (b) adat yang teradat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang lama-lama dijadikan bahagian dari adat Melayu, misalnya zaman abad awal sampai pertengahan orang Melayu pakaian adatnya menggunakan destar (“ikat kepala”), namun setelah itu orang Melayu memakai kopiah atau peci. Akhirnya peci ini menjadi bagian adat busana Melayu, (c) adat istiadat, yaitu kegiatan berupa upacara-upacara seperti perkawinan (walimatul urs), melepas lancang, melenggang perut, turun tanah, dan lain-lain; (d) adat yang diadatkan, yaitu sistem kepemimpinan dalam kebudayaan Melayu. Keseluruhan adat ini dipandu dan berasas kepada ajaran Islam, yang dikonsepkan dalam adat beresndikan syarak, dan syarak bersendikan kitabullah. Dalam kata yang lebih general, adat dalam kebudayaan Melayu berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam. (Muhammad Takari, 2016) 
Di samping itu masyarakat Pekal sejak dari dulu merupakan masyarakat yang sudah tertata dengan baik, karena berasal dari Pemrintahan Kesultanan, yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sumatera seperti Kerajaan Indra Pura dan Kesultanan Darussalam Palembang.


4.3. Bertahannya kearifan lokal (menguatnya peran Ketua Kaum) dalam sistem sosial dan sistem politik Mukomuka


4.3.1. Mengapa ketua kaum diikuti/dihormati: dasar kepatuhan (dihormatinya) perkauman (ketua kaum) oleh masyarakat.

Ketua Kaum mempunyai peranan penting dalam dalam menjaga dan melestarikan budaya masyarakat Pekal, oleh karena itu Ketua kaum sebagai sosok yang ditokohkan mampu memberikan harapan-harapan yang dinamis kepada masyarakatnya. Ketua Kaum dalam melaksanakan tugas menegakan adat istiadat dalam kaum tanpa beban,  karena Ketua Kaum tidak mempunyai atasan, ketua kaum adalah penguasa tunggal dalam penyelenggraan adat setempat terutama masalah-masalah rirual yang sangat ditaati oleh masyarakat.
 Disamping itu Ketua Kaum sesuai dengan kedudukannya bertanggungjawab terhadap pengaruh negative dari luar yang menggerus masyarakatnya, wujud dari kedudukan seorang Ketua Kaum diberikan tugas sebagai penegak hukum yang membela para kaum jika ada interpensi dari berbagai pihak. Ketua Kaum berfungsi sebagai pengendali sosial sebagaimana dikatakan oleh Backmann: “hukum juga dapat terwujud dalam mekanisme pengaturan lokal (inner order mechanism atau self-regulation) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dalam masyarakat” (Beckmann, 1994).
Dengan adanya peran dan tanggungjawab tersebut, maka Keua Kaum sebagai individu dan pemimpin non formal mendapat legitimasi dari masyarakat, sebagai imbal baliknya masyarakat mentaati titah-titah dari ketua kaum. Khusunya pada masyarakat Pekal ketaatan masyarakat juga didasarkan kepada legitimai formal yang dituangkan dalam peraturan-peraturan Desa yang bersumber pada kearifan lokal itu sendiri.
Sebagaimana dikatakan oleh Tokoh masyarakat Pekala: “mereka beranggapan bahwa mematuhi dan menjalankan aturan adat adalah salah satu pelesteraian kebudayaan, dan perintah agam” (BH, Tokoh masyarakat Pekal).

4.3.2. bagaimana institusi perkauman dengan ketua kaum dilestarikan, mekanisme apa yang dikembangkan untuk melestarikannya.

	Perlu disadiri bahwa budaya bukanlah mitos, tetapi merupakan nilai-nilai yang ada dimasyarakat sebagai perekat kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh the founding fathers bangsa ini, ujudnya berupa Pancasila sebagi dasar Negara yang diambil dari nilai-nilai kearifan local (Humaeni, 2013 : Mia, 2015).
	Masyarakat pekal yang telah ada sejak abad ke 14 M (Burhan; 1988; 163),  dan sebagaiannya masih menyisahkan beberapa nilai yang perlu dilestarikan, oleh karena itu dengan kesadaran sendiri masyarakat pekal secara institusional memproklamirkan diri kembali pada tanggal 29 Juli 2017 dengan mengangkat Sultan baru menjadi Pemangku Sultan Mukomuko Bengkulu yakni Haji Sultan Bangsa dengan gelar Tuanku Gulamatsyah II. Penobatan dilakukan Daulat Yang Di Pertuan Raja Alam Minangkabau Sultan Taufik Thaib. Kesultanan Mukomuko sejarahnya memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Beliau sekaligus dikukuhkan menjadi Ketua Kaum Agung Pekal (https://busurnews.com, 2017).
Pada penobatan itu, ada sekitar seribu undangan menyesaki Singgasana Pekal. Hadir kalangan Raja Sultan dan Pemimpin Adat dari berbagai daerah di Indonesia, utusan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Masyarakat juga berbondong-bondong tak ingin ketinggalan menyaksikan peristiwa akbar dalam sejarah adat budaya Bengkulu, Peneliti diundang khusus sebagai tokoh cendikiawan yang perduli terhadap pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Bengkulu (Bangsa, 2017). Pemerintah Daerah memberikan pemberlakuan khusus kepada masyarakat Pekal seperti meminta persyratan tambahan berupa dukungan ketua Kaum dalam Pencalonan Kepala Desa.

4.3.3. Tantangan pranata sosial perkauman (ketua kaum/adat) di masa depan: apa yang bisa bikin ketua kaum melemah/menghilang? 

Negeri-negeri Adat yang bermasalah dalam pemerintahan negerinya, bukan akibat semata perebutan kekuasaan dalam negeri adat bersangkutan, tetapi karena akibat campur tangan dalam misi kepentingan politik dari jaman penjajahan samapi sekarang. Sedikit tidak berbeda antara zaman ketika saat di jajah bangsa asing, Inggris hingga sampai yang paling mempengaruhi seperti oleh penjajah bangsa Belanda, selain penjajah Jepang, dan zaman sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian Bengkulu menjadi bagian dari salah satu provinsinya. Persoalan yang menjadi krusial di era ini adalah tidak diakuinya hak-hak tanah adat oleh Negara walaupun dalam konstitusi hak adat itu dijamin keberadaannya (Arizona dan Erasmus Cahyadi, 2013)
Keluarnya UU 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, mempunyai implikasi tentang perubahan tata kelola desa, sebab dengan adanya UU tersebut maka pemerintah desa tidak bebas lagi mengatur diri sendiri tetapi bagian dari Pemerintahan daerah dibawah arahan Pemerintah Pusat (Michael, 2014).
Ditengah masyarakat pekal sendiri telah terjadi pergeseran cara pandang terhadap pemberlakuan adat, peneliti menemukan antara satu desa dengan desa yang lain berbeda dalam mengambil keputusan adat sebagai contoh: di desa A jika ada warga baru yang datang dari luar harus membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk masuk menjadi warga Kaum. Juga ditemukan adanya komersialisasi dalam penjatuhan sanksi Adat dengan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Kaum untuk biaya ritual penghapus hukuma (Mahdi, dan Etry Mike, 2018).
Disamping itu derasnya pengaruh dari luar komunitas masyarakat, karena disekitar wilayah masyarakat Pekal adalah masyarakat pendatang khususnya masyarakat transmigarasi yang sudah lama menetapa di wilayah tersebut. 


5. DISCUSSION

Penelitian ini ditujukan  untuk mengetahui keberadaan kearifan lokal yang masih berlaku dan bertahan sampai sekarang pada masyarakat Eks. Kesultanan Pekal Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara provinsi Bengkulu. Kearifan lokal tersebut berupa kedudukan Ketua Kaum (Ketua) adat dalam suksesi kepemimpinan yang diatur oleh negara, Ketua Kaum pada masyarakat tersebut mempunyai legitimasi dalam masyarakat dalam menentukan calon Kepala Desa, Calon Anggota DPRD dan Calon Bupati/wakil Bupati setempat. 
Sebagaimana diketahui bahwa Desa diberikan kewenangan untuk penyelenggraan pemerintahan desa. Pencalonan kepala Desa dan pememimpin publik telah diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan dilaksanakan di seluruh Indonesia, seperti Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,  Pasal 18 “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Penjelasan Pasal 19 menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa”.
Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal 21 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Desa.
Sebagaimana ketentuan hurup m Yakni syarat lain diatur dalam Peraturan Desa”, ternyata peraturan-peratuaran desa di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya rekomendasi atau keputusan Kepala kaum untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala des tidak diatur secara tertulis, namun calon kepala Desa dan Pejabat publik lainnya tidak akan berani mencalonkan diri tanpa danya perstujuan dari musyawarah kaum. Sebagaimana dijelaskan oleh ST: 
Bahwa pencalonannya sebagai Kepala desa, merupakan hasil musyawarah para ketua Kaum, bagi ST penentapan dirinya sebagai calon kepala desa tersebut merupakan kehormatan, karena para Ketua Kaum di daerah tersebut adalah orang-orang yang disegani dan mempunyai kedudukan strategis di desa. Apabila saya menolak (pernyataan ST), bisa berimbas kepada persoalan-persoalan lain dibidang kemasyarakat dan dianggap tidak loyal terhadap keputusan Kaum, inilah bentuk partisipasi saya sebagai warga masyarakat adat yang tunduk kepada keputusan ketua kaum. (ST adalah Kepala Desa di wilayah eks. Kesultanan Pekal).
Pada masyarakat adat ketaatan tertinggi warga masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi warga terhadap semua kegiatan kemasyarakatan, masyarakat adat membentuk kepurusan-keputusan termasuk membuat kebijakan publik untuk kepentingan bersama dalam komunitas masyarakat adat. Sebahaimana dikemukakan oleh Hatington dan Joan Nelson:
“Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat (Hatington dan Joan Nelson, 1994).
Pada masyarakat pekal kebersamaan dalam suatu kaum sangat diutmakan, berbagai aktifitas kemasyarakat yang dapat dikemukakan seperti, jika suatu masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dan orang tua mempelai termasuk orang yang tidak mampu terlebih-lebih berstatus janda, maka akan dibantu secra bersama-sama oleh warga sebagaimana dikatakan oleh HB:
“jika ada masyarakat pekal yang akan melangsungkan pernikahan dan orang tua salah seorang warga pkal tersbut tergolong tidak mampu apalagi jika kelaurganya tidak lengkap lagi atau menyandang status janda atau duda, maka masyarakat adat akan membantu seluruh biaya yang dibutuhkan, Ketua Kaum akan mengadakan rapat panitia persiapan untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan mengundang seluruh warga yang dianggap oleh ketua kaum mempunyai kemampuan untuk membantu. Ketua kaum menjelaskan status keluarga tersebut dan keinginannya keluarga kepada peserta rapat, peserta rapat secara sepontan menyebutkan berapa kesanggupan orang-orang peserta rapat untuk membantu. Jika menurut penilaian ketua kaum dana yang terkumpul belum mencukupi, maka ketua Kaum aan mengadakan rapat kembali dengan agenda acara yang sama, jika belum juga mencukupi, maka ketua adat akan memerintahkan kaum ibu-ibu ikut diundang untuk rapat dengan acara yang sama. Biasanya dalam rapat kedua menurut HB, dana biasanya sudah mencukupi untuk biaya pelaksanaan pernikahan tersebut”. (HB adalah tokoh masyarakat Pekal yang sekarang ini menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu).
Menurut BRN, “bantuan masyarakat tersebut tidak mesti berupa uang kontan, bisa saja masyarakat membantu dalm bentuk barang natural seperti, sayur-sayuran, binatang ternak, kayu bakar, beras, dan lain yang dibutuhkan untuk hajatan pernikahan tersebut, antusias masyarakat untuk membantu saudaranya yang kurang mampu  cukup tinggi, apalagi jika masyarakat mengalami musibah atau bencana”. (BRN adalah Ketua Kaum desa Air Buluh Kecamatan Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko).
	Pada masayarakat adat sifat gotong royong merupakan ciri khas yang masih dilestarian. Pertolongan yang diberikan kepada warga atau orang yang mengalami musibah merupakan kewajiban yang harus dipikul bersama dan harus dipelihara sepanjang masa dan tanpa adanya permintaan dari warga yang mengalami musibah tersebut (Pasya, 1987).


6. CONCLUSION 

Hasil Penelitian masyarakat Pekal menujukan sesuatu yang unik, terutama dalam pencalonan pejabat-pejabat formal dalam pemerintahan seperti pencalonan Kepala Desa, Anggota DPRD dan Bupati/Wakil Bupati. Keunikan tersebut dikarenakan pada masyarakat Pekal yang masih memegang teguh tradisi kepemimpinan Kaum, yang bisa memutuskan siapa-siap orang yang diputuskan oleh musyawarah kaum untuk dijadikan calon pada jabatan formal tersebut. Artinya ketua Kaum dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku secara nasional.
Di dalam penentuan calon Kepala Desa Ketua-ketua kaum pada desa tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan calon kepala desa berdasarkan berbagai pertimbangan yang ditentukan sendiri pada musyawarah kaum di desa tersebut. Seperti terjadi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan di desa-desa lain sudah mulai berpariasi bisa saja dari kaum yang lain dalam desa tersebut asal disetuji oleh musyawarah kaum. Khusus di desa Sibak, karena terdiri dari beberapa kaum, maka akan dilakukan secara bergiliran, misalnya jika periode ini yang menjabat Kepala desa dari Kaum A maka periode selanjutnya calon yang akan diajukan dari kaum B dan seterusnya. Sedangkan untuk menentukan calaon anggota DPRD dan BUPAT/Wakil Bupati dilakukan musyawarah antar Ketua-ketua Kaum dari semua desa di wilayah Pekal.
Masyarakat Pekal masih menjunjung tingggi, tradisi seperti diatas tetap berlangsung sampai sekarang, uniknya lagi bukan hanya berlaku dalam pencalonan pejabat publik saja, namun dalam persoalan kemasyarakatan ketua kaum dapat memutuskan sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat Pekal.
Tradisi seperti ini oleh pemerintah setempat diakomudir dan didukung, sehingga tradisi adat tetap berlangsung. Misalnya dalam pencalonan kepala Desa pihak pemerintah kecamatan atau kabupaten yang bertindak sebagai panitia pelaksana pemeilihan kepala desa  akan menayakan surat dukungan dari ketua kaum kepada calon kepala desa, walaupun dalam perundang-undangan tidak ada persyaratan yang demikian.  Berlaku dan bertahannya tradisi kaum pada masyarakat Pekal didasarkan kepada:
1. Masyarakat Pekal bersifat homogen, jika ada warga baru yang menetap di desa tersebut, harus menundukan diri pada adat setempat dengan cara masuk kesalah satu kaum di desa dengan persyaratan-persyaratan tertentu;
2. Adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah, misalnya dalam pencalonan kepala desa panitia pemeilihan Kepala Desa akan menanyakan surat dukungan dari ketua kaum, walaupun hal tersbut tidak diatur dalam perundang-undangan;
3. Masyarakat Pekal sangat antusias untuk mempertahankan tradisi tersebut, karena dianggap dapat membantu pemecahan konflik dalam sistem pemilihan pemimpin yang biasa terjadi di masyarakat.
4. Masyarakat sangat mendukung keputusan ketua kaum, karena dianggab dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan warga, terutama ketika mendapat musibah ataupun sesuatu yang membutuhkan dukungan warga, ketua kaum dapat memobilisir warga dengan baik. 
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